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Abstract: Policy Implementation Roadside Parking Levy. This study aims to determine the
implementation of the policy and thefactorsthat influence Roadside Parking Levy in Dumai City.
Thisstudy classified into descriptive analysis bahasannyawhere devel opment is directed to how
effortsto addressthe factors that affect the implementation of the policy. The resultsindicate the
implementation of curbside parking charges policy can not be implemented in accordance with
thedesired goal, whichisto create order in aparking curb and generate revenue that can contribute
alarge Revenue. Itisinfluenced by the resource, disposition, birokrasim structure and content of

the policy.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui implementasi kebijakan dan faktor-faktor apayang mempengaruhi Retribusi Parkir
Tepi Jalan di Kota Dumai. Penelitian ini tergolong kedalam analisis deskriptif dimana pem-
bahasannya diarahkan kepada bagaimana upaya untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan retribusi
parkir tepi jalan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang inginkan, yakni untuk
menciptakan keteraturan dalam perparkiran tepi jalan dan menghasilkan penerimaan yang dapat
menyumbangkan Pendapatan Adli Daerah yang besar. Hal ini dipengaruhi ol eh faktor sumberdaya,
disposisi, struktur birokrasim danisi kebijakan.
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PENDAHULUAN

Sumber Pendapatan Adli Daerah (PAD) di-
antaranya adalah pajak dan retribusi daerah
dimanadaerah diberi kewenangan untuk melak-
sanakan pemungutan berbagai jenispajak dan
retribus yang berkaitan dengan berbagai aspek
kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk
meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya
pemenuhan kebutuhan daerah. Untuk mendu-
kung penye enggaraan otonomi mela ui sumber-
sumber pembiayaan berdasarkan disentralisas,
dekonsentrasi dan tugas perbantuanitu, perlu
diatur perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah berupas stem keuangan yang
diatur berdasarkan pembagian kewenangan,
tugas, dan pertanggungjawaban yang jelasantar
tingkat pemerintahan.

Untuk membawa daerah padadergjat oto-
nomi yang berarti dan mengarah padakeman-
dirian daerah, faktor kemampuan keuangan
daerah merupakan ciri utamayang menunjukkan
suatu daerah otonom mampu berotonomi. Da
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lam rangkamenghadapi otonomi daerah yang
lebih luasitu, dituntut kemampuan daerah untuk
menggali dan memberdayakan sumber daya
daerah untuk kepentingan kemaslahatan dan
kesgjahteraan masyarakat. Dalam hal ini Pe-
merintah KotaDumai memiliki kewenanganyang
cukup luas untuk mengatur rumah tangganya
sendiri, termasuk dalam pendanaan untuk ope-
rasionalisas pemerintahan di daerah tersebut.
Agar operasionadisas pemerintahan daerah da-
pat dilaksanakan secaramaksimal, makaperlu
didukung sumber danayang memadai yang ter-
utama diharapkan bersumber dari daerah itu
sendiri.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Dumai
dalam meningkatkan PAD-nyadengan melaui
retribus daerah, dilihat dari potend yang dimiliki,
retribug parkir tepi jaan umum memiliki potens
yang besar untuk dapat menyumbangkan pene-
rimaan bagi daerah. Untuk mengatur mengenai
retribus parkir tepi jalanumum, Pemerintah Kota
Dumai telah membuat sebuah kebijakan dalam
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bentuk Peraturan Daerah tentang Retribus Parkir
Tepi Jalan Umum. M eskipun sudah ada Pera-
turan Daerah yang mengatur tentang retribusi
parkir tepi jalan umum, penerimaan dari sektor
parkir tepi jalan tetap tidak memberikan kontri-
busi yang besar dan seringkali jauh di bawah
target yang diberikan.

Wahab (2002) menegaskan bahwaimple-
mentas kebijakan merupakan agpek penting dari
kesel uruhan proses kebijakan. Oleh sebabitu,
tidak berlebihan jikadikatakan implementasi
kebijakan merupakan aspek yang penting dari
keseluruhan proseskebijakan. Meter dan Horn
(2008) mendefinisikan implementas kebijakan
sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik
maupun swastabaik secaraindividu maupun
kel ompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan
yang tel ah ditetapkan dalam keputusan kebija
kan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya
mentransformasikankeputusankeddamkegiatan
operasiond, sertamencapai perubahan seperti
yang dirumuskan ol eh keputusan kebijakan.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan
bahwaprosesimplementas kebijakantidak hanya
menyangkut perilaku badan-badan administratif
yang bertanggung jawab untuk mel aksanakan
program dan menimbulkan ketaatan padadiri
target group, melainkan menyangkut lingkaran
kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial
yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi
perilaku dari semuapihak yang terlibat, dan pada
akhirnyamembawakonsekuens logisterhadap
dampak baik yang diharapkan (intended) mau-
pun dampak yang tidak diharapkan (spillover/
negatif effects).

Peter Bridgman dan Glyn Davismenawar-
kan sebuah checklists yang meliputi duatahapan
perkembangan implementas kebijakan (policy
development), yaitu tujuan kebijakan dan me-
ngelolasikluskebijakan (Badjuri dan'Yuwono,
2002). Berdasarkan checklist mengenai imple-
mentas kebijakan tersebut, makadapat disusun
indikator dari implementas kebijakan adaah se-
bagai berikut:

1. Apakah pencapaian tujuan-tujuan dan hasi|
yang dihargpkan dari implementas Peraturan
Daerah tentang pengel ol asan parkir tepi jalan
umum sudah tercapa.

2. Apakah prosesimplementas Peraturan Dag-
rah dilapangan terjadi kesesuaian dengan
rencana-rencanayang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.

3. Apakah sumber dayatersediasecaraefektif
dapat digunakan untuk mel aksanakan Pera-
turan Daerah.

4. Apakah pelaksanaan Peraturan Daerah
tersebut dapat ditegakan di Iapangan (enfor-
ceable).

Selanjutnya Edward 111 dalam Sujianto
(2008) didaborasi kan denganteori dari Grindlle
yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhaslanimplementas kebi-
jakan, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Dis-
posis, Struktur birokrasi, dan Isi Kebijakan.

Pendlitianini bertujuan untuk mengetahui
implementas kebijakan Retribusi Parkir Tepi
Jalan dan faktor-faktor apayang mempenga
ruhinyadi KotaDumal.

METODE

Penelitianini tergolong kedalam analisis
deskriptif yang menjdaskantentangimplementas
kebijakanretribug parkir tepi jalan. Pembahasan
diarahkan kepadabaga manaupayauntuk me-
ngatas faktor yang mempengaruhi implementas
kebijakan. Sementaraituinformas penditianini
adal ah informan yang paham akan upayame-
ngatas implementas kebijakan retribus parkir
daninformas lainnyayang dapat mendukung
penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir
TepiJalan

Implementas kebijakanretribus parkir tepi
jdanternyatabel um seluruhnyadapat dilakukan
dengan melihat indikator tujuan, prosesimple-
mentasi, dan pel aksanaan peraturan daerah.
Tujuan-tujuan

Tujuan-tujuan dalam Peraturan Daerah
adal ah apakah sesuatu yang diharapkan dari Pe-
raturan Daerah tentang pengel ol aaan parkir tepi
jdanumum sudahtercapal, karenauntuk melihat
gpakah kebijakan tersebut sudah dapat diimple-
mentasikan dengan baik dapat dilihat apakah
tujuan yang tel ah ditetapkan dalam kebijakan
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tersebut dapat dicapai dan berjalan sesuai de-
nganis kebijakan tersebut. Adapun tujuan dari
kebijakan retribus parkir itu sendiri adal ah ter-
ciptanya ketertiban perparkiran dan dapat
meningkatkan has| dari retribug parkir tersebut,
karenadengan adanya kebijakan, makapenari-
kanretribus parkir akan dapat |ebihteratur.

Sdlainitutercapai nyatujuan dari kebijakan
retribusi parkir jugadapat dilihat dari pening-
katkan perolehan retribus dan pencapaiantarget
yang telah ditetgpkan. Begitu jugadengan pel ak-
sanaan tarif retribus parkir, apakah telah sesuai
dengantarif yangtd ah ditentukan. Untuk melinat
gpakahtarget retribug parkir dapeat tercapai juga
dapat dilihat dari masing-masing juru parkir
gpakah sel alu mel akukan penyetoran perolehan
parkirnyakepadadinasyang berwenang. Dilihat
dari tujuan dari kebijakan retribusi parkir tepi
jaan, yaitu untuk menertibkan perparkiran tepi
jalan dan untuk meningkatkan pendapatan adli
daerahdari segi retribug parkir. Tujuanini belum
dapat dicapai dimana target yang diberikan
belum dapat di capai.

Proses implementasi

Proses implementasi adalah kesesuaian
pel aksanaan dil apangan dengan rencanayang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Adanya
rencanayang telah ditetapkan tentunyabertujuan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di-
tetapkan sehinggakebijakan retribus parkir tepi
jalan dapat berjalan dengan baik dan me-
nyumbangkan PAD yang cukup banyak bagi Kota
Dumai, karenadilihat dari potend retribus parkir,
bukan tidak mungkin dari retribus parkir tepi
jalanumum dapat menyumbangkan PAD yang
|ebih besar. Prosesimplementad ini artinyaada-
lah dalam mel aksanakan peraturan daerah agar
tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai,
maka prosesnyaharud ah mengikuti peraturan
yang telah dibuat.

Proses implementasi kebijakan retribusi
parkir jugabe um dapeat dilaksanakan, juru parkir
tidak menggunakan karcis parkir sebagai tanda
pembayaranretribus parkir, sdainitutidak ada-
nyapengawas yang bertugas mengawasi juru
parkir jugamenandakan bahwa prosesimple-
mentad tidak berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pel aksanaan kebijakan retribusi parkir di
KotaDumai masih belum sesuai dengan Pera-
turan Daerah yang sudah dibuat, mengenai pe-
ngenaantarif retribus parkir, penggunaankarcis
parkir sebagai bukti parkir dan yang menjadi
pel aksanakebijakanretribus parkir. Pengenaan
tarif retribusi parkir padakendaraan rodadua
tidak sesual dengantarif yang adadidalam pe-
raturan daerah yang sudah dibuat, kendaraan
rodaduadikenakantarif sekali parkir sebanyak
limaratusrupiah, sedangkan dilapangan, tarif
parkir yang dipakai adalah seribu rupiah untuk
sekali parkir.

Penggunaan karcisparkir tidak dapat dilak-
sanakan, dikarenakanjuru parkir telah diberikan
target setigp bulannya, jadi juru parkir hanyaperlu
memenuhi target tersebut tanpa harus meng-
gunakan karcis parkir. Padahal apabilakarcis
parkir digunakan oleh juru parkir dantarget tidak
diberikan, makahas| dari retribus parkir diyakini
akan lebih besar. Hal ini seharusnyamenjadi
bahan yang harusdicermati oleh DinasPerhubu-
ngan, karenabesarnya potens dari parkir tepi
jalan, sudah seharusnya Dinas Perhubungan
memberikan target yang lebih besar. Padapel ak-
sanaan peraturan daerah yang dilihat dari tarif
retribus parkir jugabelum dapat dilaksanakan,
tarif yang digunakan olehjuru parkir tidak sesuai
dengan tarif yang telah ditetapkan di dalam
kebijakan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imple-
mentasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan
Sumberdaya

K eberadaan lembaga atau instansi bagi
Setigp pel aksanaan kebijakan sangatlah penting,
karena dengan instansi inilah nantinya akan
dibebankan tanggung jawab, wewenang, dan
pembagian kerjayang jelas. Dengan adanya
pembebanan tanggung jawab, wewenang dan
beban kerjadiharapkan organisas ataulembaga
pel aksana dapat mel aksanakan tugas tersebut
dengan sebaik mungkin. Oleh karenaitu daam
mendukung implementas kebijakanyangtelah
dibebankan kepadainstans pelaksana, tentunya
sangat membutuhkan manusa-manusiayang ber-
kualitas baik teknis ataupun praktis. Karena
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dengan adanyaSDM yang berkualitasdan ung-
gul akan memberikan kemudahan bagi organisas
pel aksana untuk bisa mewujudkan kebijakan
sesual dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang
ingindicapal.

Selain sumberdayamanusiayang berkuali-
tas, organisas pelaksanajugaharushisamenye-
diakan fasilitas-fasilitas pendukung dalam ke-
bijakan, sehingga dengan adanya fasilitas
pendukung ini makasetiap SDM yang adadapat
memanfaatkannyadal am mendukung pelaksa-
naan tugasyang telah dibebankan. Apabilaorga-
nisas pelaksanakebijakan telah memiliki SDM
yang berkuaitasdanfasilitasyang mendukung,
langkah berikutnyaada ah membagi wewenang
dan tanggung jawab kepada setiap SDM terse-
but dengan jelas. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan
pekerjaan yang dibebankan kepada setigp SDM
yang dimiliki. Pembagian wewenang dan tang-
gung jawab jugaakan memberikan penekanan
padasetigp SDM untuk bisamenyel esaikan be-
ban kerjayang telah diberikan organisas.

Sumberdaya manusia dari Dinas Perhu-
bungan bel um mampu untuk mengambil tindakan
tegasterhadap koordinator-koordinator yang
menjadi perantarapenyetoran hasi| retribus dari
juru parkir kepada Dinas Perhubungan, karena
berdasarkan pernyataan dari juru parkir mereka
selaumenyerahkan hasil retribus parkir sesuai
dengan target yang dibebankan kepadamereka.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Faktor yang jugamenjadi penghambat kebi-
jakanretribug parkir adaah faktor disposis atau
sikap dari pelaksana. Faktor sikap pelaksana
merupakan kemauan atau niat yang dimiliki oleh
pel aksanabaik itu implementor maupun sasaran
kebijakan. Niat dan kemauan ini muncul dari
lingkungan internal yaitu pel aksanakebijakan
dari pihak Dinas Perhubungan dan lingkungan
eksternd, yaitu penerimakebijakan yang terdiri
dari masyarakat. Karenadengan adanyakemauan
dan niat yang kuat untuk bisa mengimple-
mentasikan kebijakan retribusi parkir sesuai
dengan amanah yang diberikan tentunyaakan
lebih mudah mewujudkan kebijakan yang
ditetapkan.

Penjelasan mengena pengaruh disposs atau
Skap peaksanadapat dilihat dari tigasub dimens
yaitu respon atau kepatuhan dan dayatanggap
pel aksana, keterlibatan masyarakat dan duku-
ngan elit politik dalam implementas kebijakan
retribusi parkri. Keberhasilan suatu kebijakan
jugadipengaruhi oleh seberapabesar keterliba-
tan masyarakat, dan dukungan dari €lit politik
yangterlibat dalamimplementas kebijakan serta
dayatanggep dari peaksanakebijakanitu sendiri.

Faktor disposisi/sikap pel aksana, mempe-
ngaruhi implementas kebijakanretribus parkir
karenasikap dari Dinasperhubunganyang tidak
tegas dalam mengatasi permasal ahan koordi-
nator, demikian juga dengan juru parkir dan
koordinator yang tidak mengetahui adanya
peraturan daerah yang mengatur retribus parkir
tepi jalan umum di KotaDumai

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah
struktur kelembagaan yang mendukung terl ak-
sananya kebijakan sehingga tidak ada yang
merasadipersulit dalam me aksanakan kebijakan
tersebut. Oleh karenaitu, struktur kelembagaan
yang berjalan dengan baik merupakan syarat
mutlak untuk kebijakan pemerintah yang efektif.
Struktur adalah pengaturan elemen organisas
agar beradapadatempat dan fungsinyamasing-
masing, sehinggaefektif untuk mencapal tujuan
yang telah ditetapkan.

Struktur merupakan upayauntuk menata
atau memanaj emen sebuah pekerjaan dengan
baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat
tercapai. Sturktur birokrasi sangatlah berpe-
ngaruh didalam terlaksananya kebijakan yang
telah ditetapkan. Dimanaimage/penilaian dari
suatu organisasi sangat mempengaruhi dari
keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
Untuk mengetahui sgauh managiruktur birokras
mempengaruhi implementas kebijakanretribus
parkir dapat dilihat dari indikator struktur birok-
ras yaitudukunganbirokras, penerapan sandar
operasional dan pembagian pel aksanaan ke-
bijakan.
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Isi kebijakan

K ebijakan mengenai retribus parkir yang
tertuang didalam Peraturan Daerah mengatur
mengenai ketentuan retribusi parkir tepi jalan
umum, baik dari segi pelaksana, penentuan lokas
parkir maupun tarif retribusi parkir, di dalam
peraturan dijelaskan bahwauntuk tarif retribus
parkir rodaduadikenakantarif limaratusrupiah
sedangkan untuk kendaraan rodaempat dike-
nakan tarif seribu rupiah. Berdasarkan penga-
meatan dan hasil wawancaradilgpangan, ternyata
untuk kendaraan rodaduadikenakan tarif seribu
rupiah, seharusnyadengan melihat kondisi di
lapangan, dimanamasyarakat sudah terbiasa
untuk membayar retribus parkir untuk kenda-
raan roda dua sebanyak seribu rupiah, seha-
rusnyapemerintah sudah harusmeresmikan tarif
baru untuk kendaraan bermotor, karenadengan
peresmiantarif yang barutersebut, pemerintah
dapat meningkatkan target dari retribus parkir
sehingga retribusi parkir dapat memberikan
sumbangan yang | ebih besar terhadap PAD.

SIMPULAN

Implementas kebijakanretribus parkir tepi
jaanumum di KotaDumai belum dapat dilak-
sanakan sesual dengan tujuan yang inginkan,
adapun tujuan dari kebijakan retribusi parkir

adal ah untuk menciptakan keteraturan dalam
perparkiran tepi jalan dan menghasilkan pene-
rimaan yang dapat menyumbangkan PAD yang
besar, namun kebijakan bel um seluruhnyadapat
dilaksanakan, hal ini di pengaruhi oleh faktor
sumberdaya, disposis, struktur birokras danis
kebijakan.
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